
Jakarta. 28 Februari 2017 - Mahkamah Konstiiusi akan menggelar SIdang pengucapan putusan alas on mater111
Ierhadap UU Nomor, 7 Tahun 2014 tentsng Maielis Permusyawaratan Rakyal(MPR). Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).
Dewan Peruakilan Daerah (DPD), dan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah Dieh
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) pada Selasa (2812), puku1 10.00 WIB. by Materlint dialukan Dieh
empat Drang an9901a Dewan Peruakilan Daerah (DPD) RI Periode 2014-20.9 yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Djasarmen PUTba, S. H. .IF. Ariang Prthantoro. Marhany Vialor Poly Pua

SIdang pengucapan putusan InI digelar setelah dalam SIdang sebelumnya (511) Mahkamah menenma perbaikan
permohonan dari para pemohon Perbaikan disampaikan o1eh kuasa hukum pemohon yaitu Iqbal Tawakal Pasanbu
Pada permohonan awal para pemohon mengujikan beberapa norma yaitu Pasa1 15 ayat (2) tentang labelan pimpinan
MPR. Pasa1 84 aya1(2) lentang jabatan pimpinan DPR, seto Pasa1 260 ayat (1) tentang jabatan pimpinan DPD
Selanjutnya para Pemohon juga menguli Pasa1 261 ayai(,) huruf I mengenai penyampaian laporan kirierja o1eh
pimpinan DPD; serta Pasa1 300 ayai(2) tenlang pemberlakuan tata tallb d lingkungan internal DPD. Namun dalam
permohonan yang telah diperbaiki, para pemohon fokus mein permasalahkan aturan jerkait pimpinan DPD. 01eh karena
11u, pemohon hanya menguji Pasa1 260 ayai(I), Pasa1 261 ayal(I) huruf I dan Pasa1 300 ayat (2) UU MD3
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Perbaikan tersebut disampaikan seielah menenma masukan dari maielis Hakim Dalam sideng pendahuluan malelis
hakim mengingatkan kepada para pemohon bahwa MK bukanlah positive legslaior sehingga lidak bisa menambahkan
pasal. Uniuk itu. delll pemohon harus diubah agar masuk ke dalem kewenangan MK Selain Itu, malelis hakim juga
me in pertanyakan obiek yang menjadi permohonan of inaria pemohon cenderung bermkus pada peraturan Iaia lentb dan
bukan UU MD3. Lebih Ianjul malelis hakim me11hat bahwa permohonan yang diajukan o1eh para pemohon Iebih
mengarah pada sengketa kewenangan Iembaga negara (SKLN) Namun karena SKLN hanya bisa dialukan o1eh
Iembaga negara yang kewenangannya ada dalam UUD 1945. in aka malelis he Kiin me minta para pemohon unluk jukus
pada un konstitusionalitas norma saia

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Dalam dalil permohonannya. para pemohon menilai kekuasaan Iembaga legislatif (MPR, DPR, DPR. dan DPRD) dan
Eksekutif (Presiden) meIupakan jabalan politik yang mengikuti rezim pemilu Iima Iahunan Namun karena Pasa1 260
ayat (1) UU MD3 lidak mengaiur tentang masa jabaian pimpinan. inaka kernudian diesumsikan bahwa kelenluan
mengenai masa jabatan dialur Iebih lainut daiam peraiuran tata techb masing-masing Iembaga

Selanjuinya para pemohon juga menguji Pasa1 261 ayai(I) hurufi UU MD3. yang meskipun mengalurtenlang laporan
kiriena Pimpinan DPD namun lidak mengaiur secara legas apakah laporan kirierja yang dimaksud adalah kirierja secara
kelembagaan atau hanya khusus untuk kinerja pimpinan DPD saya. Sehingga para Pemohon menilai at urun tersebut
lidak memberIkan kejelasan apakah lap. ran kiriefja rumpinan DPD me millki akibal hukum atau lidak techadap labelan
nya sebagai Pimpinan DPD. Selain Iru Pasa1 300 ayat (2) UU MD3 seolah-o1ah bermakna bahwa Peraturan Tata Tentb
DPD yang berlaku d internal DPD dapat berlaku surut Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan pada prlnsipnya mejarang pemberlakuan surut sualu peraiuran
perundang-undangan (NinaA )

Tentang Mahkamah Kongtitusi

Mahkamah Konsli!us I adalah salah salu pelaku kakuasaan kehakiman yang dibenluk beadasarkan Pasa1 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan keliga Penben!ukannya dikukuhkan dejam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 lentang Mahkamah Kongli!us I sebagaimana
Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor a Tahun 2011 Ienlang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 lentang
Mahkamah Konslilusi Mahkamah Konstilusi be Menang mengadili pada lingkal pertaina dan terakhir yang pu!us annya bersilal final unluk
mengqi undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar. meinulus sengkela kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberikan
Dieh Undang-Undang Dasar. meinulus pembubaran partai polllik. dan meinulus parselisihan tenlang hasil pemilihan urnum. sena wailb
memberIkan pulusan alas pendapal Dewan Perwakilan Rakyal mengenai dugaan pelanggaran Dieh Presiden dan!at au Wakil Presiden menurul
Undang-Undang Dasar Unluk Informasilebih Ianjul. SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Kongiiiusi Republik Indonesia Teleponl, aks
081,017,3010213512456. pinch 5AA23606 Twiller @Humes_MKRI Laman my^Ld ?.


